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TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT ATMI SOLO DENGAN 




Dalam melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak menimbulkan adanya 
hubungan hukum antara pihak penerima kerja/pekerja dengan pihak pemberi 
kerja/pengusaha yang dalam hal ini adalah PT ATMI Solo. Guna memberikan 
perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha maka terdapat ketentuan-
ketentuan yang dicantumkan di perjanjian kerja waktu tertentu yang telah 
disepakati bersama tersebut yang berupa hak dan kewajiban yang wajib untuk 
dipenuhi dan terpenuhi bagi kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) atau Perjanjian Kerja Kontrak antara PT ATMI Solo, hak dan kewajiban 
bagi pekerja dan juga pengusaha/PT ATMI Solo yang timbul karena diadakannya 
Perjanjian Kerja Kontrak, serta penyelesaian perselisihan dan tanggung jawab 
hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif, karena 
dalam penelitian ini meneliti mengenai aspek hukum, aturan hukum, yang 
berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara perusahaan dengan pekerja dalam 
melakukan pekerjaan kontrak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif yaitu untuk untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh 
tentang tanggung jawab hukum antara PT ATMI  Solo dengan pekerja dalam 
melakukan pekerjaan sistem kontrak. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
sebelum adanya kesepakatan antara pekerja dengan PT ATMI Solo, pekerja 
diwajibkan untuk melengkapi syarat administrasi dan syarat hukum yang berlaku 
setelah itu juga diwajibkan mengikuti test interview  Bersamaan dengan 
penandatanganan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, pihak pekerja 
diharuskan menandatangani pernyataan prosedur keamanan informasi dan 
ketentuan tentang intregitas yang berlaku di Unit Kerja dari PT. ATMI Solo. 
Dengan hal tersebut maka calon pekerja telah resmi menjadi pekerja kontrak di 
PT. ATMI Solo yang kemudian akan menimbulkan hubungan  hukum yang 
melahirkan hak dan kewajiban pekerja yang bersifat mengikat bagi para pihak 
yang melakukan perjanjian kerja waktu tertentu pada PT. ATMI Solo. Dengan 
disepakatinya perjanian kerja waktu tertentu oleh kedua belah pihak maka 
kemudian terjadilah hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan 
memperhatikan ketetuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal pelaksanaannya 
apabila terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan 
kewajiban maka dapat dimintakan pertanggung jawaban kerugian atas dasar 
wanprestasi pasal 1243 KUHPerdata. Kemudian apabila salah satu pihak 
melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum pada saat pelaksanaan 
perjanjian kerja waktu tertentu ini, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban 
atas dasar perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal 
terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut dapat dilakukan penyelesaain dengan 
upaya alternatif/musyawarah terlebih dahulu namun bila tidak membuahkan hasil 
dapat dilakukan upaya dengan mengajukan permohonan ke BANI (Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia) atau mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan 
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industrial berdasarkan wanprestasi (pasal 1243 KUHPerdata) atau perbuatan 
melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata). 
 
Kata kunci : perjanjian kerja waktu tertentu/sistem kontrak, hak dan kewajiban, 
tanggung jawab hukum. 
 
Abstract 
In carrying out work with the contract system, there is a legal relationship 
between the recipient of the work / worker and the employer / entrepreneur, in this 
case PT ATMI Solo. In order to provide legal protection for workers and 
employers, there are provisions contained in certain agreed upon time work 
agreements in the form of rights and obligations that must be fulfilled and fulfilled 
for both parties. This study aims to determine how the mechanism of 
implementing a Specific Time Work Agreement (PKWT) or Contract Work 
Agreement between PT ATMI Solo, rights and obligations for workers and 
employers / PT ATMI Solo arising from the holding of a Contract Work 
Agreement, and Settlement of disputes and legal responsibilities. This study uses 
a Normative legal approach, because in this study examines aspects of the law, the 
rule of law, relating to legal responsibilities between companies and workers in 
carrying out contract work. This type of research is descriptive research which is 
to provide a clear and comprehensive picture of the legal responsibilities between 
PT ATMI Solo and workers in carrying out contract system work. The results 
showed that prior to an agreement between the employee and PT ATMI Solo, 
workers were required to complete administrative requirements and applicable 
legal requirements after that were also required to take a test interview and a 
training period of 3 months. After passing a series of tests it is stated that workers 
will be confronted with an employment contract made by PT ATMI Solo for 
further agreement and signed with PT ATMI Solo. With the agreement of a certain 
time work agreement agreed by both parties then a legal relationship will occur 
which gives rise to the rights and obligations that must be carried out and fulfilled 
by both parties by observing the provisions of the applicable law. In the case of 
implementation if an error occurs which results in the fulfillment of rights and 
obligations, the loss liability on the basis of article 1243 of the Civil Code can be 
held. Then if one of the parties commits an act that violates the rule of law at the 
time of the implementation of the work agreement for a certain period of time, 
then liability can be held on the basis of acts against the law article 1365 of the 
Civil Code. In the case of these errors, resolutions can be done with alternative 
efforts / deliberations beforehand, but if they do not produce results, efforts can be 
made by submitting a request to BANI (Indonesian National Arbitration Board) or 
filing a lawsuit to the industrial relations court based on breach of contract (article 
1243 of the Civil Code) or acts against the law (article 1365 of the Civil Code). 
. 







Di era globalisasi dengan persaingan bisnis yang semakin ketat seperti sekarang 
ini, perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja usaha produksinya 
melalui pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga biaya pengeluaran dapat 
ditekan dan keuntungan menjadi meningkat. Salah satu upaya untuk menekan 
pengeluaran dalam rangka melakukan usaha produksinya yaitu dengan 
memperkerjakan pekerja dengan sistem kontrak. Dengan memperkerjakan 
pekerja dengan sistem kontrak ini perusahaan tentunya tidak diwajibkan 
memberikan fasilitas-fasilitas seperti pekerja tetap sehingga pengeluaran 
perusahaan menjadi lebih sedikit. Dalam hal memperkerjakan pekerja dengan 
sistem kontrak ini pekerja diikat dengan suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) atau umumnya dikenal juga dengan perjanjian kerja kontrak yang 
merupakan suatu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk 
melakukan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu yang bersifat sementara. 
Dalam hal ini perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara sepihak oleh 
perusahaan yang dalam hal ini adalah PT ATMI Solo selaku pemberi kerja dan 
selanjutnya akan disepakati dan di tandatangani bersama oleh pekerja dan 
perusahaan. Dengan menyepakati perjanjian kerja waktu tertentu tersebut 
mengakibatkan adanya suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan 
kewajiban diantara pekerja dan pengusaha/perusaha yang dalam hal ini adalah 
PT ATMI Solo. Apabila salah satu pihak baik pekerja maupun 
pengusaha/perusahaan yangdalam hal ini adalah PT ATMI Solo melakukan 
suatu kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi seperti melanggar ketetuan 
yang ada dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati, tidak 
melakukan atau melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang 
diperjanjikan ataupun terbukti melakukan suatu kesalahan yang didasarkan atas 
perbuatan melawan hukum yang dengan begitu selanjutnya akan menimbulkan 
adanya tanggung jawab hukum dimana pihak yang telah melakukan kesalahan 
diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan yang 
dilakukannya tersebut. 
Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis merumuskan rumusan 
masalah antara lain 1) bagaimana proses perjanjian kerja antara ATMI Solo 
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dengan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kontrak, 2) bagaimana peraturan 
serta hak dan kewajiban antara PT ATMI Solo dengan pekerja dalam 
melaksanakan pekerjaan kontrak, 3) bagaimana penyelesaian sengketa bila 
terjadi perselisihan antara PT ATMI Solo dan pekerja dalam melaksanakan 
pekerjaan kontrak dan bagaimana pertanggung jawaban hukumnya. 
Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai antara lain adalah 1) untuk 
mengetahui proses berlangsungnya perjanjian kerja antara PT ATMI Solo dan 
pekerja dalam melaksanakan pekerjaan kontrak, 2) untuk mengetahui peraturan 
serta hak dan kewajiban yang muncul diantara PT ATMI Solo dan pekerja 
dalam melaksanakan pekerjaan kontrak, 3) untuk mengetahui penyelesaian 
perselisihan yang dilakukan bilamana terjadi perselisihan antara PT ATMI 
 
2. METODE 
Metode pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan penelitian hukum yang 
menggunakan pendekatan normatif. Bahwa penelitian ini meneliti mengenai 
aspek hukum yaitu aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab 
hukum antara perusahaan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan kontrak. 
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk 
menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan 
sosial secara mendalam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan 
gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang tanggung jawab hukum antara PT 
ATMI Solo dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan sistem kontrak. 
Jenis dan data penelitian diperoleh dari a) penelitian kepustakaan yang 
dilakukan agar memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui 
bahan pustaka. Data sekunder tersebut diperoleh melalui bahan yaitu bahan 
hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 
100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu, kemudian bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal-
jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah para sarjana atau pendapat 
para sarjana yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum perusahan dengan 
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pekerja dalam melakukan pekerjaan kontrak,kemudian terdapat pula badan 
hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan bahan pustaka lainnya 
kemudian b) penelitian lapangan dimana penelitian lapangan dilakukan untuk 
memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui 
wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku 
masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan di  PT ATMI Solo Solo yang 
terletak di Jl. Adi Sucipto Jl. Mojo No.1, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota 
Surakarta, Jawa Tengah 57145 dengan subjek penelitiannya adalah staf di 
bagian personalia PT. ATMI Solo. 
 Kemudian metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, 
penelitian lapangan berupa wawancara. Selanjutnya metode analisis data 
penelitian lapangan berupa wawancara. Selanjutnya metode analisis data 
penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Perjanjian Kerja Antara PT ATMI Solo Dengan Pekerja Dalam 
Melaksanakan Pekerjaan Dengan Sistem Kontrak. 
Sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian kerja antara PT ATMI Solo dengan 
pekerja, terlebih dahulu harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi dan 
syarat hukum yang telah ditentukan Pengusaha/Perusahaan yang dalam hal ini 
adalah PT ATMI: 1) Surat Lamaran Kerja, 2) Kartu Kuning/ Kartu Tanda 
Pencari Kerja, 3) Daftar Riwayat Hidup, 4) Foto Kopi Ijazah, 5) Foto Kopi 
KTP/Identitas Diri, 6) Foto Kopi Kartu Keluarga, 7) Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK), 8) Surat Keterangan Sehat dari dokter, 9) Pas Foto 3 x 4. 
Persyaratan administrasi tersebut harus benar dan dapat dipertanggung 
jawabkan kebenaran dari syarat-syarat tersebut. 
Kemudian adapun persyaratan lainnya yaitu keharusan untuk memenuhi 
syarat hukum yang dijadikan pedoman dalam perjanjian kerja waktu tertentu 
atau yang umumnya dikenal dengan perjanjian kerja kontrak yang dimana 
syarat-syarat hukum tersebut tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni: a) kesepakatan 
mereka yang mengikatkan dirinya, b) kemampuan atau kecakapan bagi pihak 
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untuk melakukan perbuatan hukum, c) ada pekerjaan tertentu yang 
diperjanjikan, d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dengan terpenuhinya syarat administrasi maupun syarat hukum 
selanjutnya pekerja 
Proses seleksi dalam PT. ATMI Solo dilakukan berdasarkan kualifikasi yang 
sedang dibutuhkan perusahaan dan sudah memenuhi syarat administrasi yang 
dibutuhkan oleh PT. ATMI Solo. Dalam melaksanakan proses kesepakatan 
terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, pihak PT. ATMI Solo menyerahkan akta 
perjanjian kepada pihak pekerja dengan memberikan maka akan dilanjutkan 
dengan penandatanganan surat perjanjian. Penandatanganan perjanjian harus 
disaksikan saksi, yang mana saksi tersebut harus ikut bertanda tangan di dalam 
akta perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, agar perjanjian tersebut mempunyai 
kekuatan yang mengikat para pihaknya. Akta perjanjian tersebut dibuat rangkap 
dua agar PT. ATMI Solo maupun pekerja mempunyai kekuatan untuk 
menjalankan pekerjaan di PT. ATMI Solo. Bersamaan dengan penandatanganan 
perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, pihak pekerja diharuskan menandatangani 
pernyataan prosedur keamanan informasi dan ketentuan tentang intregitas yang 
berlaku di Unit Kerja dari PT. ATMI Solo. Dengan hal tersebut maka calon 
pekerja telah resmi menjadi pekerja kontrak di PT. ATMI Solo yang kemudian 
akan menimbulkan hubungan  hukum yang melahirkan hak dan kewajiban pekerja 
yang bersifat mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian kerja waktu 
tertentu pada PT. ATMI Solo.  
3.2 Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Antara PT ATMI Solo Dengan 
Pekerja Dalam Melaksanakan Pekerjaan Dengan Sistem Kontrak. 
Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian. Diatur pada Pasal 52 UU No. 13 Tahun 
2003 yang menyebutkan bahwa: Kesepakatan kedua belah pihak, Kemampuan 
atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, Adanya pekerjaan yang 
diperjanjikan, dan pekerja yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hak dan Kewajiban . Diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Diatur pada Pasal 1338 (1) KUHPerdata “Semua 
7 
kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya”. Diatur pada Pasal 1243 KUHPerdata 
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, 
tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam 
waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. 
Tanggung Jawab Hukum Perbuatan Melawan Hukum. Diatur pada Pasal 
1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 
karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. 
Kewajiban dari pihak perusahaan adalah sebagai berikut: pengusaha 
wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan 
perusahaan atau perubahannya kepada pekerja, pengusaha wajib memberikan 
upah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusaha wajib 
memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Adapun hak dari 
pengusaha yaitu: berhak atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.  
Kewajiban dari pihak pekerja adalah sebagai berikut: menjalankan 
pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan 
produksi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, ikut memajukan 
perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 
Adapun hak pekerja yaitu: hak memperoleh upah, hak memiliki waktu kerja 
yang sesuai,    hak kesejahteraan, hak untuk cuti, dll 
3.3 Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Perselisihan Antara PT ATMI Solo 
Dengan Pekerja Serta Tanggung Jawab Hukumnya Dalam 
Melaksanakan Pekerjaan Sistem Kontrak. 
Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Perselisihan Antara PT ATMI Solo 
DenganPekerja. Dalam hal adanya suatu persilisihan yang terjadi diantara 
pekerja dengan Pengusaha yang dalam hal ini adalah PT ATMI Solo dengan 
pekerja terdapat beberapa upaya yang ditempuh antara lain penyelesaian secara 
bipartit/musyawarah secara bipartit, mediasi, konsiliasi, dan yang terakhir 
melalui jalur litigasi yaitu melalui arbitrase atau melalui peradilan hubungan 
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industrial. 
Dalam penyelesaiannya, terlebih dahulu diutamakan dengan upaya 
melalui musyawarah secara bipartit yaitu musyawarah yang dilakukan oleh 
pihak pekerja dengan pengusaha seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. Apabila upaya musyawarah bipartit gagal maka dapat 
menempuh upaya selanjutnya yang melibatkan pihak ketiga yang mampu 
membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yaitu dengan upaya mediasi 
ataupun konsiliasi yang dimana dalam hal kedua belah pihak telah sepakat 
untuk memilih upaya penyelesaian melalui mediasi atupun konsiliasi tersebut. 
Kemudian bilamana upaya mediasi ataupun konsiliasi belum juga mencapai 
kesapakatan maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan 
permohonan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan melalui 
arbitrase ataupun dapat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial di Pengadilan Negeri setempat untuk diselesaikan dengan mekanisme 
peradilan hubungan industrial. Dengan upaya secara litigasi ini diharapkan 
mendapat putusan dari hakim arbitrase (arbiter) ataupun majelis hakim 
pengadilan hubungan industrial sehingga dapat terselesaikannya perselisihan 
yang terjadi. 
Pada praktiknya PT ATMI Solo dalam rangka menyelesaikan 
perselisihan selalu diutamakan dengan upaya musyawarah secara bipartit yang 
tentunya melibatkan pihak pekerja dan juga pihak pengusaha/ PT ATMI Solo. 
Selama ini dengan upaya penyelesaian melalui musyawarah bipartit antara 
pekerja dengan PT ATMI Solo selalu dapat terselesaikan dan mencapai 
kesepakatan. Musyawarah secara bipartit ini juga dianggap sebagai upaya 
penyelesaian yang lebih efektif dan menghasilkan suatu keputusan yang 
berdasarkan kesepakatan bersama. 
Tanggung Jawab Hukum Bila Terjadi Sengketa Antara PT ATMI Solo 
Dengan Pekerja. Suatu perselisihan yang muncul karena adanya kesalahan yang 
dilakukan sehingga selanjtnya timbul adanya pertanggungjawaban hukum. 
Adanya kesalahan baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum 
tentunya mengakibatkan timbulnya pertanggung jawaban hukum yang wajib 
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dilaksanakan bagi pihak yang telah terbukti melakukan kesalahan tersebut. 
Kemudian adapun kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi yang 
dilakukan oleh pekerja misalnya datang terlambat, tidak hadir tanpa 
keterangan/bolos, jumlah absensi tidak sesuai kesepakatan, ataupun tidak 
melakukan kewajiban yang di sepakati dalam surat perjanjian kontrak kerja 
maka atas dasar kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi tersebut, pekerja 
dapat dimintai pertanggung jawaban hukum seperti yang tercantum dalam 
pasal 1243 KUHPerdata. Sebaliknya bilamana pengusaha melakukan kesalahan 
yang didasarkan atas wanprestasi seperti tidak memberikan gaji sesuai yang 
diperjanjikan, tidak memberikan upah lembur, dan sebagainya maka 
berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata pihak pengusaha dapat dimintakan 
pertanggung jawaban hukum. Kemudian akibat adanya kesalahan yang 
didasarkan atas wanprestasi baik yang dilakukan oleh pekerja ataupun 
pengusaha dalam hal ini PT ATMI Solo maka apabila tidak dapat terselesaikan 
dengan musyawarah, mediasi ataupun konsiliasi maka pihak yang merasa 
dirugikan baik pekerja ataupun pengusaha/ PT ATMI Solo dapat mengajukan 
tuntutan ganti rugi ke pengadilan hubungan industrial. 
Selanjutnya adapun kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh pekerja misalnya melanggar aturan dan ketentuan 
yang berlaku di PT ATMI Solo atau melakukan tindakan pencurian, penipuan 
dan sebagainya yang merugikan pengusaha dan juga adapun kesalahan yang 
didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha 
seperti memberikan gaji tidak sesuai dengan ketentuan standar UMR yang 
berlaku, melakukan perbuatan kejahatan yang merugikan pekerja maka atas 
kesalahan yang didasarkan maka kepada pihak pekerja maupun pengusaha/ PT 
ATMI Solo yang telah melakukan kesalahan yang didasarkan atas perbuatan 
melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dapat dimintakan 
pertanggungjawaban hukum. Dengan adanya kesalahan yang didasarkan atas 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja ataupun pengusaha/ PT 
ATMI Solo maka bagi pihak yang merasa dirugikan baik itu pihak pekerja 
maupun pengusaha/ PT ATMI Solo dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke 
pengadilan hubungan industrial dan selanjutnya pihak yang telah terbukti 
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melakukan kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum 





Pertama, pada prosesnya awalnya pekerja diwajibkan untuk melengkapi 
persayaratan yang telah ditentukan oleh PT ATMI Solo berupa syarat 
administrasi dan syarat hukum. Setelah semua syarat dipenuhi pekerja 
selanjutnya mengikuti tahap test yang telah ditentukan PT.ATMI. Setelah 
pekerja telah dinyatakan lulus serangkaian tahapan test tersebut makan 
selanjutnya pekerja akan dihadapkan pada surat perjanjian kontrak kerja pihak 
yang merasa dirugikan baik pekerja ataupun pengusaha/ PT ATMI Solo dapat 
mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan hubungan industrial. 
Selanjutnya adapun kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh pekerja misalnya melanggar aturan dan ketentuan 
yang berlaku di PT ATMI Solo atau melakukan tindakan pencurian, penipuan 
dan sebagainya yang merugikan pengusaha dan juga adapun kesalahan yang 
didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha 
seperti memberikan gaji tidak sesuai dengan ketentuan standar UMR yang 
berlaku, melakukan perbuatan kejahatan yang merugikan pekerja maka atas 
kesalahan yang didasarkan maka kepada pihak pekerja maupun pengusaha/ PT 
ATMI Solo yang telah melakukan kesalahan yang didasarkan atas perbuatan 
melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dapat dimintakan 
pertanggungjawaban hukum. Dengan adanya kesalahan yang didasarkan atas 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja ataupun pengusaha/ PT 
ATMI Solo maka bagi pihak yang merasa dirugikan baik itu pihak pekerja 
maupun pengusaha/ PT ATMI Solo dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke 
pengadilan hubungan industrial dan selanjutnya pihak yang telah terbukti 
melakukan kesalahan yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum 
diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya 
tersebut. Kedua, baik pihak pekerja maupun pengusaha/ PT ATMI Solo 
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kedunyan merupakan subjek hukum yang telah mengadakan perjanjian. 
Kemudian adanya kesepakatan antara pekerja dan PT ATMI Solo 
memunculkan adanya hubungan hukum yang mengakibatkan timbulnya hak 
dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pekerja maupun PT ATMI. 
Kewajiban yang harus dijalankan oleh pekerja tersebut merupakan suatu hak 
bagi pengusaha/ PT ATMI Solo begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu apabila 
suatu kewajiban tidak dijalankan baik oleh pekerja maupun oleh pegusaha/ PT 
ATMI Solo maka secara otomatis akan muncul pertanggung jawaban hukum 
yang harus dilakukan oleh pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana yang telah diperjanjikan. 
Ketiga, perselisihan terjadi dikarenakan adanya kesalahan yang 
dilakukan oleh pihak yang terikat didalam perjanjian yangtelah disepakati 
bersama. Kemudian mengenai perselisihan yang muncul diantara pekerja 
dengan pengusaha yang dalam hal ini adalah PT ATMI Solo dapat diselesaikan 
dengan beberapa upaya antara yaitu musyawarah secara bipartit, mediasai, 
konsiliasi kemudian melalui jalur litigasi yaitu arbitrase ataupun melalui 
peradilan hubungan industrial. Namun wajib terlebih dahulu untuk diupayakan 
melalui musyawarah secara bipartit (berdasar pasal 3 ayat (1) Undang- Undang 
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Namun apabila musyawarah secara bipartit gagal maka dapat melalui upaya 
mediasi ataupun konsilisi. Apabila upaya nonlitigasi tersebut belum bisa 
mencapai kesepakatan atau dapat dikatakan gagal maka salah satu pihak dapat 
mengajukan permohonan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk 
diselasaikan melalui sidang arbitrase ataupun dapat pula mengajukan gugatan 
ke pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri setempat untuk 
diselesaikan melalui persidangan peradilan hubungan industrial. 
Mengenai kesalahan yang didasarkan atas wanprestasi yang dilakukan 
oleh pihak pekerja ataupun oleh pihak pengusaha/ PT ATMI Solo maka 
berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata bagi pihak yang merasa dirugikan baik 
pihak pekerja maupun pengusaha/ PT ATMI Solo dapat mengajukan tuntutan 
ganti rugi ke pengadilan hubungan industrial bilamana upaya nonlitigasi tidak 
membuahkan hasil dan selanjutnya pihak yang terbukti melakukan kesalahan 
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yang didasarkan atas wanprestasi diwajibkan mengganti kerugian yang 
ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. 
Kemudian apabila terdapat kesalahan yang didasarkan atas perbuatan 
melawan hukum baik yang dilakukan oleh pekerja maupun pengusaha/ PT 
ATMI Solo maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata bagi pihak yang merasa 
dirugikan baik pihak pekerja ataupun pengusaha/ PT ATMI Solo dapat 
mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan hubungan industrial dan bagi 
pihak yang telah terbukti melakukan kesalahan yang didasarkan atas perbuatan 
melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat 
dari perbuatannya tersebut. 
4.2 Saran 
4.2.1 Bagi Pengusaha/ Perusahaan 
Dalam hal surat perjanjian kontrak kerja yang dibuat oleh pengusaha/ PT. ATMI 
Solo hendaklah PT.ATMI sebagai pengusaha/ pemberi kerja memberikan besaran 
gaji sesuai dengan standar UMR/ Upah Minimum Regional pada kota Solo begitu 
pula pada pemberian upah/ gaji 
4.2.2  Bagi Pekerja/Buruh 
Bahwa dalam hal ini pekerja/buruh yang akan melaksanakan perjanjian kerja 
waktu tertentu/perjanjian kerja kontrak, hendaklah memahami dan membaca 
terlebih dahulu isi dan ketentuan secara keseluruhan surat perjanjian kontrak kerja 
yang telah dibuat oleh pihak pengusaha/ PT. ATMI Solo yang dalam hal ini 
merupakan pedoman didalam melaksanakan perjanjian kerja kontrak kerja 
tersebut.  
4.2.3 Bagi Masyarakat Umum 
Bagi masyarakat umum yang ingin melakukan perjanjian kerja khususnya 
perjanjian kerja waktu tertentu/perjanjian kerja kontrak sebaiknya terlebih dahulu 
mencari informasi mengenai bidang kerja yang ditawarkan oleh pihak pengusaha 
dan juga perlu terlebih dahulu mengetahui mekaniasme proses perjanjian kerja 
waktu tertentu agar ketika melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentub tidak 
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